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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK 3528030312970001, tempat dan tanggal lahir
Pamekasan, 03 Desember 1997, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat
kediaman di Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Samsul, S.H., dan Asrul
Gunawan, S.H, Advokat pada Pos Bantuan Hukum
Advokat Indonesia (POS BAKUMADIN) Pamekasan
yang berkantor di Jalan Raya Segara RT. 01 RW. 01
Nomor 99 Kabupaten Pamekasan, dengan domisili

elektronik pada alamat email: samsul fgt@yahoo.com.

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober
2023 yang telah diregister di kepaniteraan nomor
1074/S.kuasa/10/2023. tanggal 17 Oktober 2023,
sebagai PEMOHON;
Lawan
TERMOHON, NIK 3528126603050001, tempat dan tanggal lahir

Pamekasan, 26 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
Kabupaten Pamekasan, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
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Memperhatikan hal-hal yang terungkap di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober
2023 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Pamekasan
Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Pmk. tanggal 17 Oktober 2023 telah
mengemukakan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2022 M/ 05 Dzul Hijah 1443 H. telah
dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang
dilaksankan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama
Islam. Dengan status Pemohon jejaka dan Termohon perawan dan
Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor 201/10/VIIl/ 2022. tertanggal 05 Juli 2022;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah
SWT;

3. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul
sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 bulan setelah itu
Pemohon dan Termohon merantau ke Manadu untuk bekerja kurang lebih 6
bulan karena terjadi percekcokan dan pertengkarana kemudian Pemohon
dan Termohon Pulang ke rumah orang tua masing-masing;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun,
tentram, dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2022 rumah
tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi
pertengkaran terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, Pertengkaran
tersebut antara lain disebabkan:

e Termohon melontarkan kata-kata kasar dan sering melawan/

membangkang kepada Pemohon ketika diberi nasehati oleh Pemohon
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o Termohon selalu mengeluh terhadap nafkah lahir yang diberikan
Pemohon
e Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan
Termohon sejak tanggal 02 Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak serumah. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon
sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami
isteri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi
Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon
dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

Berdasarkan dalil dan alasa-alasan tersebut di atas, maka dengan ini
Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cg. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini umtuk dapat menentukan hari
persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa
dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
PRIMAIR
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberikan Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
rajl kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Pamekasan;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono );
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Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa
Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2023
dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor:
1074/S.kuasa/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dan Kartu Tanda Pengenal
Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Samsul,
S.H., dan Asrul Gunawan, S.H.;

Bahwa pada pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang
sendiri di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah
dan patut tidak pernah hadir atau mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk
hadir dan menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut
tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya damai dengan
menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, akan
tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara optimal tersebut tidak
berhasil;

Bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir
dalam persidangan, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan terlebih
dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya oleh karena Termohon tidak hadir maka Majelis
Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat
bukti, kesempatan tersebut digunakan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat
bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3528030312970001 atas nama
Pemohon (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup
yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal
dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/10/VII/ 2022 tanggal 05 Juli 2022
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kadur Kabupaten
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Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI | : Saksi ke 1 Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 30
November 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Kabupaten Pamekasan, dibawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi
adalah saudara sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah
menikah tinggal di rumah Pemohon ;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
semula rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2022 terjadi
perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah
rumabh;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah
tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon kasar dan selalu
meminta cerai kepada Pemohon, selain itu Termohon sering
mengeluh masalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
sejak bulan Maret 2023 yang lalu sampai sekarang sekitar 8 bulan
Termohon meninggalkan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah
dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya diatas;
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2. SAKSI Il : Saksi ke 2 Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pamekasan,
30 November 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Kabupaten Pamekasan, dibawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena
saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami
istri, setelah menikah tinggal di rumah Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan
Termohon;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
semula rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2022 terjadi
perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah
rumah;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah
tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sikapnya kasar
dan selalu meminta cerai kepada Pemohon, Termohon juga sering
mengeluh masalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan
Maret 2023 yang lalu sampai sekarang sekitar 8 bulan Termohon
meninggalkan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal
serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri;

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya diatas;

Bahwa atas keterangan kedua orang Saksi Pemohon tersebut, Pemohon

membenarkan dan menerimanya;
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Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka
Majelis Hakim menyatakan kesempatan pembuktian tidak diperlukan oleh
Termohon;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang telah ada namun
tidak menyampaikan kesimpulan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP)
yang telah disediakan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka
ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada
Samsul, S.H., dan Asrul Gunawan, S.H., advokat berdasarkan surat kuasa
khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita
Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 11 Oktober
2023 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan
perkara cerai di Pengadilan Agama Pamekasan dengan memuat materi telaah
yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka
majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat
dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah
mempunyai kedudukan dan kapasitas (legal standing) sebagai subyek hukum
yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Tentang Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon
tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir
menghadap di persidangan, sedang ketidakdatangan Termohon tersebut tidak

disebabkan oleh halangan yang sah;
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Tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak tidak hadir menghadap
di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65
dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim
telah melakukan upaya damai di setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut
tidak berhasil;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan
mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan
Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa
dan mengadili permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan. Termohon
juga tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyatakan keberatannya
atau menyampaikan eksepsi berkaitan dengan kewenangan mengadili secara
relatif. Oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan jika pemeriksaan perkara
dapat dilanjutkan dan pemeriksaan atas perkara ini menjadi wewenang relatif
Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa legal standing dari permohonan perceraian
Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan
yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan
dengan alasan perceraian disandarkan kepada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedang
Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan
ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah,
maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin
mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Persidangan, maka sesuai
dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus
dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon, hal demikian juga sesuai
dengan pendapat ulama dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 404 yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

SN IUP A WERT I C PP (P

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia
termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

dengan tanpa mendengar terlebih dahulu jawaban dari Termohon, guna
mendapatkan bukti kuat yang mayakinkan untuk kepentingan menentukan fakta
hukum atas perkara ini, Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk
membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya baik itu dengan bukti
berupa surat maupun bukti berupa saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;
Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta
cocok dengan aslinya. bukti tersebut menggambarkan jika tempat tinggal
Pemohon berada dalam vyurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan. Bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat
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(1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Oleh
karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta
cocok dengan aslinya. bukti tersebut menggambarkan adanya hubungan
hukum antara Pemohon dan Termohon berupa hubungan pernikahan yang sah
sejak 05 Juli 2022. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf
b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020
tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Majelis Hakim juga
telah mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak
keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah
dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh
didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147
HIR;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah
memberikan keterangan dibawah sumpahnya didepan sidang yang saling
bersesuaian satu dengan lainnya dan memperkuat dalil-dalil permohonan
Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah
fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu
dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Tentang Fakta Hukum
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Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon
serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Termohon, maka telah
ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 05
Juli 2022 namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan
rukun dan harmonis, namun sekurangnya Desember 2022 Pemohon dan
Termohon nampak tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering
berselisih;

- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi
sudah 8 bulan hingga sekarang, dimana Pemohon dengan Termohon telah
pisah rumah;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah
saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi, terbukti jika antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Tentang Petitum Izin Talak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum
yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995
tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi,
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka
rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”, Dan hasil rapat pleno kamar
peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa
indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain : Sudah ada

upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak
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meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah
ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim
menginterpretasikan bahwa fakta-fakta tersebut merupakan indikator antara
Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon terjadi sekurang-kurangnya sejak Desember 2022 dan keduanya
telah pisah rumah sekurang-kurangnya sudah 8 bulan hingga saat ini, hal ini
menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon bersifat terus menerus, dan telah diupayakan damai oleh pihak
keluarga namun tidak berhasil sehingga hal ini menunjukkan antara Pemohon
dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam
rumah tangga,;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk
hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa
rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta—fakta dan pertimbangan tersebut
di atas, telah terbukti alasan perceraian Pemohon sesuai dengan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf
() Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan
Pemohon telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan
merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dan dengan turut
mempertimbangkan fiman Allah dalam QS. Al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

e ged 56 Bl e O 5

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka
sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan

Termohon sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia
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dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana
dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan
perkawinan vyaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah
warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan
Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

g5 8558 WSy asg ) 18ed gl iK1 22 S0 gle OF wigT 2
€0 ea)P

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan
perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang
sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga
menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka
perceraian dibolehkan, sesuai makna gaidah Fighiyah dalam kitab al-Asybah
wa an-Nadzoir fi al-Furu’ halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat

Majelis Hakim, yang berbunyi :

c}uazj\ q> PERIW G 453

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh

kemashlahatan’.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan Hukum dan
beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat
dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 125 HIR);
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas
dan dengan mempertimbangkan Pasal 118 dan 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi
Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon
untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon dan mengucapkan ikrar
talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Pamekasan setelah putusan ini
berkekuatan hukum tetap;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka
tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam
lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar
putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj’i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Pamekasan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp353.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis
yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Robeth
Amrulloh Jurjani, S.H., Sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh
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Sugianto, S.Ag., dan Achmad Kadarisman, S.H.l., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis
Hakim tersebut dan didampingi Joko Supaat, S.H. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara

elektronik;
Hakim Ketua,
ttd
Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Sugianto, S.Ag. Achmad Kadarisman, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Joko Supaat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses Rp. 100.000,00
3. PNBP Kuasa Rp. 10.000,00
4. Panggilan Rp. 73.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama Pihak Rp. 20.000,00
6. Penyumpahan Rp. 100.000,00
7. Redaksi Rp. 10.000,00
8. Meterai Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 353.000,00

(tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
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